
BUPAfi KATINGAN

PROVINSI KALIMANTAN ?ENGAH

PERATURAN BUPATI KATINGAN
NOMOR g6 TAHUN 2016

TENTANG

PEMBANGUNAN KEBUN KEMITRAAN DENGAN PEMERINTAH
KABUPA?EN KATINGAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

Menimbang : a.

Mengingat : 1.

b.

BUPATI KATINGAN,

bahwa berdasarkan Pasal 8 ayat (U huruf g,
Peratumn Daerah Ifubupaten Katingan Nomor 2
Tatrun zA12 tehh mengatur bentuk kerjasama
kemitraan usatra perkehunan benrpa kemitraan
benluk-bentuk lain yang disepakati dengan
perkebunan besar swasta yarag krada di
I(abupaten Katingan;

batrwa kemitraan bentuk-benhrk lain terrebut,
dapat berupa kepedulian perusahaan perkebunan
besar surasta untuk meninglatkan kesejahteraan
masyarakat melalui penyediaan kebun yang berasal
perusahaan besar swasta;

bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana
dimaksud pada huruf a dan huruf b diatas, perlu
ditetapkan dengan Perahrran Bupati Ifutingan;

Undang - Undang Nomor 25 Tahun 1992 tentang
krkotrrerasian (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tatrun L992 Nomor 11O, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3602);

Undang-Undang Nomor 5 ?ahun 2OA2 tentang
Pembenhrkan Kabupaten Ifutingan, I(abupaten
Seru5ran, I(abupaten Sukamara, I(abupaten
Lamandarr, l(abtrpateie Pulang Pisau, Kabupaten
Gwrung Mas, Kabupaten Murung Raya dan
Kabupaten Barito Timur di Provinsi Kalimantan
Tengah (Iembaran Negiara Republik Indonesia
Tahun 20or2 Nomor 18, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 418O);

2.



4.

Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2OO4 tentang
Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat
dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2Oo4 Nomor L26,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor aa3$;
Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2OAT tentang
Penataan Ruang $nmbaran Negnra Republik
Indonesia Tahun 2OO7 Nomor 68, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 47251;

Undang-Undang Nomor L2 Tahun 2011 tentang
Pembentukan Peraturan Penrndang-Undangan
(I*mbaran Negara Republik Indonesia Tahun zALl
Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor S23al;

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2OL4 tentang
Pemerintahan Daerah (Irmbaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2A14 Nomor 244, Tambahan
I"embaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587),
sebagaimana telah diubah bebempa kali terakhir
dengan Undang-Undang Nomor I Tahr*n 2Ot5
tentang Perubatran Kedua Atas Undang-Undang
Nomor 23 Tahun 2Ol4 tentang Pemerintahan
Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tatrun 2015 Nomor 58, Tambatran kmbaran
Negara Republik Indonesia Nomor 56791;

Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2AL4 kntang
Perkebunan {Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2Ol4 Nomor 308, Tambahan L,embaran
Negara Republik trndonesia Nomor 5613);

Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2OOs
tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2OOS Nomor 14O,
Tambahan kmbaran Negara Republik Indonesia
Nomor a578);

Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tatnrn 2At2
tentang Hibah Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2012 Nomor 5, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 52721;

Perah.rran Daeratr hovinsi Iklimantan Tengah
Nomor 16 Tahrrn 2OOB tentang Kelembagaan Adat
Dayak di lklimantan Tengatr. (kmbaran Daeratr
Provinsi Kalimantan Tengah tahun 2OO8)
sebagimana diubah dengan Peraturan Daerah
Provinsi l{alimantan Tengah Nomor 1 tahun zOrc
tentang perubahan atas Peraturan Daerah Provinsi
Kalimantan Tengah Nomor 16 Tahun 2OOg tentang
Kelembagaan Adat Dayak di Kalimantan Tengah
{Lembaran Daerah Provinsi l{alimantan Tengah
?ahun 2O1Ol;

6.

7-

9.

10.



11.

12.

13.

t4.

15.

16.

Peraturan Daerah Provinsi l(alimantan Tengatt
Nomor 5 Tahun zOLl tentang Pengelolaan Usaha
Perke bunan Berke lariutan ;
Peraturan Daerah l(abupaten lhtingan Nomor 1

Tatn:n 2AL2 tentang Hibah Kepada Daerah
Kabupaten Iktingan di l(abupaten I(atingan
(I*mbaran Daerah Kabupaten Katingan Tahun
2Al2 Nomor 2O);

Peraturan Daerah Ikbupaten Katingan Nomor 2
Talnrn 2AL2 tentang Kemitraan Usatra Perkebunan
di Ifubupaten Katingan (kmbaran Daerah
Kabupaten Katingan Tahun 2Ol2 Nomor 2);

Per:aturan Menteri Pertanian Nomor 33 Tahun 2006
tentang Pengembangan Perkebunan melalui
Progra-m Revitalisasi Perkebunan;

Perafirran Menteri Keuangan Nomor LL7 Tatrun
20A6 kntang Kredit Pengembangan Energi Nabati
dan Revitdisasi;

Peratrrran Menteri Pertanian Nomor
26 lPernentan/HK.AA I 4 I 2Al5 tentang Syarat
Syarat, Tata Cara dan Standar Operasional
Prosedur Pemberian Rekomendasi Teknis lzan
Usaha Bidang Pertanian Dalam Rangl€ Penanaman
Moda'l;

Peraturan Menteri Pertanian Republik Indonesia
Nomor 29 | Pewaentan / KB .4 LA I 5 I 20 L6 tentang
Perubatran Atas Peraturan Menteri Pertanian
Republik Indonesia Nomor

tentang Pedoman98/Permentan/ Ot. t4O I I I 2ol3
Perizinan Usaha Perkebunan.

PERATURAN BUPATI KATINGAN TENTANG
PEMBANGUNAN KEBUN KEMI?RAAN DENGAN
PEMERINTAH KABUPATEN KATINGAN.

BAB I

KETENTI'AN UMUM

17.

MEMUTUSKAN

Pasal I

Dalam Peraturan ini yang dimaksud dengan :

1. Pemerintah adalah Pemerintah Kabupaten Katingan;

2. Bupati adalah Bupati Kabupaten l(atingan;

3. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daer,*r Kabupaten Katingan;

4. Kepala Dinas Pertanian, Perkebunan dan Peternakan
Sahran Keda Perangkat Daerah yang mengurus kegiatan
Kabupaten Katingan;

5. Satuan Kerja Perangkat Daerah yang disingkat SKPD
Perangkat Daerah l{abupaten lktingan;

adalatr Kepala
perkebunan di

adalah Satuan



6. perkebunan Besar Swasta yang disebut dengan PBS adalah Pemsahaan
yang melaksanakan pengembangan usaha-perkebunan yang luas lahannya
ai"t"* 25 hektar atau 

-tebih weiib memiliki izin yartg berbentuk badan
hukum Indonesia baik milik perorangan, s$rasta, daerah maupun negara;

7. Mitra Usaha adalah Perkebunan Besar, baik BUMS, BUMD' BUMN yang
bergerak di bidang perkebuaan dan telah memenuhi Ijin Usaha
perkebunan Budidaya {IUP-B) dan atau Ijin Usaha Perkebunan unttrk
pengolahan (IUP-P), yang berbadan hukum dan bergerak di bidang
p"d"burr"rr, y"rrg menunrt penilaian pemerintah mempunyai kemampuan

irr,g cukgp aari-segi dana, tenaga dan manajemen unlrrk melaksanakan
i""g*i sebagai perusatraan yang melalnrkan kemitraan dalam suatrr sistem
kerj-asama iur1saling mengunhrngkan, utuh dan berkesinambungan;

B. pola Ke{a sama adalah cara yang akan disepakati oleh kedua belah pihak
yang s"tlng mengunhrngkan satu dengan lainnya untuk saling menjaga,
*"*"Ufr"r" dan melindungi kelangsungan usaha yang diikat dengan
kesepakatan atau Perj artjian;

g. Kemitraan usaha perkebunan adalah program pengembangan perkebunan

melalui kerjasama antara pemerintah daerah dengan perusahaan
perkebunan besar swasta dalam jangka wakftr tertenhr;

10. Hibah adalatr pemberian sumbangan atau penyerahan barang atau-benda
oleh pihak ketiga kepada pihak lainnya yang diberikan secara sukarela,
iklas dan tidak mengikat;

L l. Pembangunan kebun adalah serangkaian kegiatan membangun tanamarr
perkebunan tertentu mulai dari perencanaan, pembibitan, penanaryan,
tontruksi, pemeliharaan, pemanenan, pemasara! dan bagi hasil kebun
yang dikelola pada lahan tertentrr secara berkelanjutan;

12. Kebun adalah kegiatan dari hasil tanam-menEulam dengan jenis tanaman
tertentu yangdibangun dan dikernbangkan oleh orang perorangan rnaupun
badan usaha pada media dan atau lahan tertentu;

13. Kebun Pemerintah Kabupaten yang selanjutnya disebut kebun
pemerintah daerah adatah kebun kemitraan dengan jenis tanaman
perkebunan tertenftr yang dibangun dan dihibahkan oleh Perusahaan
Perkebunan Besar Swasta kepada pemerintah daerah secara suka rela,
ildrlas dan tidak mengikat.

BAB II

MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 2

Perahrran Bupati ini ditn:at dengan maksud :

l. Untuk rnengatur perolehan kebun kemitraan gang diberikan oleh pihak
ketiga dan atau perusahaan besar swasta di wilayah Kabupaten Katingan

"g", teradministrasi secara tertib dan bermanfaat sebagai sumber
pendapatan daerah;

Z. Unhrk mendukung pertumbuhan ekonomi daerah melalui pemanfaatan
ruang wilayah daerah yang dikelola pihak lainnya untuk sebesar-besarnya
bagi kesejahteraan masyarakat di Kabupaten Katingan.



Pasal 3

peraturan Bupati ini disusun dengan tujuan untuk mengatur bentuk-bentuk
kemitraan Lainnya antara perkebunan besar swasta dengan pemerintah

daemh dalam 
- 
mendukung peninglatan sumber pndapatan daerah

Kabupaten Katingan.

BAB III
RUANG LINGKUP

Pasa] 4

Ruang lingkup penyelenggaraan pembangunan kebul kemitraan
altara perkebunan besar swasta dengan pemerintah daerah adalah :

a. Kemitraan usaha;
b. Penyediaan lahan;
c. Pembangunan kebun;
d. Sistem pengelolaan kebun.

BAB TV

KEMITRAAN USEHA PERKEBUNAN

Pasal 5

(11 Kemitraan usaha perkebunan yang akan diterapkan oleh masing-masing
pihak dalarn kesepalratan kedua belah pihak yang dituang pada Nota
Kesepakatan dan/atau Perjanjian Kerja Sama arrtara perkebunan besar
swasta dengan pemerintatr daerah yang saling mengunttrngkan;

tzl Kemitraan sebagaimana dimaksud pada ayat (U, dilakukan oleh
perusatraan besar swasta sebagai bentuk kepedulian kepada daerah
dengan memberikan lahan kebun secara hibah kepada pemerintah
daeiah untuk dimanfaatkan sebagai salah sattr sumber pendapatan
daerah;

(3) Pengaturan terhadap kemitraan pembangunan kebun dimaksud
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (21 l'rtap berpedoman pada
ketentuan perundang-undangan yang berlaku;

BAB V

PENYEDIAAN DAN PEROLEHAN LAHAN KEBUN

Pasal 6

tl) Penyediaan lahan dan pembangunan kebun sebagaimana dimaksud
dalam Pasal 5, berasal dari areal izin usaha yang dapat diusahakan oleh
pemsahaan besar swasta dan berada pada areal lahan penggunaan
Iainnya {APL) di wilayah Itubupaten Katingan;

(21 Untuk lahan pembangunan kebun yang berada di dalam kawasan hutan,
maka perolehannya dilalnrkan setelah lshan mengalami proses perubahan
fungsi kaqrasan meqiadi areal penggunaan lainnya sesuai ketentuan;



IU

(2t

t3)

Pasal 7

{1) Kebun yan,rg diperoleh dari perusa}raan besar swasta tersebut, dikelola
oleh Pemerintah Daerah sebagai aset daerah Kabupaten lfutingrrn;

t2) Kebun sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diterima oleh pemerintah
daerah dari pemilik perkebunan besar swasta yang diberikan secara suka
rela, tidak mengikat dan tidak adanya paksaan dari pihak manapun;

(3) Mekanisme perolehan kebun sebagaimana dimaksud pada ayat {21
dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan yang berlaku;

BAB VI

PEMBANGUNAN KEBUN

Pasal I

Kebun pemerintah daerah yang diperoleh dari hibah pemsahaan besar
swasta, dapat diperoleh dengan luas 5O (1ima puluh) hektar untuk setiap
Izin Usaha Perkebunan yang dapat diusahal€n seluas sampai 5.OOO Ha
dan untuk izin usaha yang luasnya diatas 5.OOO Ha dapat dialokasikan
unttrk hibah minimal 1 Yo (sattr persenf dari luas izin lokasi yang dapat
diusahakan; z

Bag Perusahaan Perkebunan Besar yang sudatr terbangun kebun inti dan
plasmanya, sementara unfirk kebun pemerintah daerah belum terbangun
maka lokasi untuk pembangunan kebun dimaksud akan ditetapkan lebih
lar{ut; r
Pembangunan kebun kemitraan sebagaimana dimaksud pada ayat {t} darr
ayat (21, teknis pelaksanaa.nnya diafirr dalam perjanjian kerjasama kedua
belah pihak. z

BAB VTI

SISTEM PENGELOI,AAN KEBUN

Pasal 9

(1) Sistem pengelolaan kebun dilakukan oleh pemerintah daerah dengan
pihak perusahaan perkebunan besar swasta melalui kerjasama
pengelolaan yang diahrr lebih lanjut masing-masing pihak;

{2) Masa kerja sama kedua belah pihak dalam pengelolaan kebun
dilaksanakan selama perusahaan masih aktif.

BAB VIII

KETENTUAN PERALIHAN

Pasal lO

Dengan adanya pembangunan kebun kemitraan sebagaimana yang
ditetapkan dalam peraturan ini, maka kemitraan usaha pembangunan kebun
plasma minimal 2O persen wajib menjadi prioritas utama yang dilaksanakan
oleh perkebunan besar swasta.



BAB IX
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 11

Peraturan Bupati ini murai berlaku pada tanggar diundangkan.Agar setiap orang dapat mengetahuinya,?emerintahkan pengundanganPeraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita oaeiarr KabupatenKatingan.

Ditetapkan di Kasongan
padatanggal 3 _$ -p0,t6:

Diundangkan di Kasongan
padatanggal, _ 10 - 2016

KABUPATEN KATINGAN,

BERITA DAERAH KABUPATEN KATINGAN TAHUN 2aL6 NoMoR }oI+

H. AHMAD YANTENGLIE

NIKODEMUS


